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PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Nama : Mochamad Miftahulloh T
NIP : 18781213199711100
Jahatan ¢ Pit. Kepafa Dinas
UnitKerja : Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendallan Penduduk Provinst DKI Jakarta
. Triwulan
Nomor Sasarah Indikator Kinerja ‘Sumbsr Dam' Pengukuran Kinarja I 0 I m | W Tahunan Katarangan
Sasaran Strategis
i Terwujudnya Keluarga yang Indeks Pembangunan Keluarga |  e-SAKIP  |Dasar Hukum : N/A NiA Ni& 63,46 63,46 Intleks
Berkualitas Melalul Peningkatan (iBangga) 4, Undang-Undang Nomor 52 Tehun 2009 tentang Perkembangan Kependuduskan dan
Peran dan Fungsi Keluarga Pembangunan Keluarga
b. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomar 3 Tahun 2022
fentang Pengukuran Keberhasilan Pembangunan Keluarga Melalui Indeks Pembangunan Keluarga
Definisi :
Indeks Pembanguran Keluarga (iBangga) merupakan ukuran program pembangunar keluarga
yang ditunjukkan melalu dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga yang
dibentuk dari 17 varfabel sari2 manggambarkan peran dan fungsi keluarga, Nilai iBangga berkisar
antara 0-100 dengan katsgorl sebagai berikut:
2. iBangga yang kurang baik {rentan) apabila nitainya di bawah 40,
b. iBangga yang cukup baik {berkembang) apabila nilainya antara 40-70,
G. iBangga yang baik (tangguh) apabila nilainya di atas 70.
Metode Pengukuran ;
Indeks keterriraman ditambah indeks kemandirian ditambah indeks kebahagiaan dibagi 3 {tiga)
Sumber Diata ;
DPPAFP dan BKKBN
2 |Menghilangkan Segala Bentuk Indeks Pemberdayaan Gendsr e-3AKIP | Dasar Hukum : NiA NiA NiA 82,08 §2,08 Parsen

Diskriminasi Berbasis Gander

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenal Penghapusan
Segala Bentuk Diskiriminas! Tethadap Wanita (Convention on The Eiimanation of Al Forms of
Diserimanation Against Women)

b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Petiindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Sirategis Kementerizn Pemberdayaan
Perermpuan dan Perlindungan Anak

¢. Buku Pembangunan Manusia Barbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA RI dan
BPS

Definisi :

DG digunakan untuk mengukur partisipas| aktif perempuar dibidang ekonomi, politik dan
manajerial. Tiga indikator yang digunakean yaity persentase sumbangan perempuan dalam
pendapatan kerja, keterlibatan perempuan di pademen dan keteriibatan permpuan dalam
pengambilan keputusan mefalul indikator parempuan sebagai tenaga manajerial, profesional,
administrasi dan teknisi,

Metode Pengukuran :

Dalam penghitungan 106G, teriebth dahulu dihitung equally distributed equivalent percantage
{EDEP) yaitu indeks unfuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang equivalen
dengan distribusi yang merata. Selanjutnya masing-masing indeks komganen, yaitu nilai EDEP/S0,
| Nilai 50 dianggap sebagat kantribusi ideal dart




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Triveuban

Tahunan

Ketarangan

maging-masing komponen gender untuk semug kempanen 1DG. Selanjutnya IDG dihiturg dengan
menjumiahkan hasil penghitungan indeks keterwakilan perempuan (| par), indeks pengamblian
kepuiusan (IDM), Indeks distribus! pendapatan (| inc-dis) dibagi 3,

Sumbar Data
Kementerian PPPA dan BPS

Khusus Anak

Meningkatkan Kualitas Tumbuh
#ambang Anak dan Perlindungan

Indeks Ferlindungan Anak

e-SAKIP

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga

b. Undang-Undang Nomeor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

¢. Paraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perfindungan Anak Rapubli
Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Stratagis Kementerian Pemberdayaan
Perampuan dan Perlindungan Anak

d. Peraturan Daerah Provinsi D) Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan
dan Anak dari Tindak Kekerasan

©. Buku Indeks Pertindungan Anak (IPA), Pemenuhan Hak Anak (IPHA), Parfindungan Khusus
Anak {IPKA) yang dikehiarkan oleh Kementerian PPPA R) dan BPS

Definisi:

indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdirt dari Indeks Pemenuhan Hak Anak {iPHA) Indeks
Petlindungan Khusus Anak {IPKA) hadir sehagal ukuran yang dapat menggambarkan capaian
pembangunan periindungan anak di Indonesla. IPA{PHA-IPKA disusun dengan mangacu pada
Konvensi Hak Anak, ferkait 4 Kiustar psmenuhan hiak anak dan 1 kluster periindungan khusus anak,
yaitu:

Klaster I: hak sipll dan kebsbasan;

Kiaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan altematf;

Klaster II: kesehatan dasar dan kessjahteraar;

Klaster IV: pendidian dan pemanfaatan waktu iuang; dan

Klaster V : perlindungan khusus.

Metade Pengukuran ;

Sabanyak 27 Indikator penyusun indeks tersebut tidak semuanya memiliki arah, rentang, dan
satuan yang sama. Untuk dapat menghitung indeks, semua indikator hasus disamakan terlebin
dahulu arah, rentang, dan satuannys. Proses pensialaan nital indikator untuk menyamalen arah,
rentang, dan satuan ini disebut Nonmalisasl. Metode normalisasi yang digunakan untuk IPA-IPHA-
IPKA adalah Metode Min-Maks.

SX =X, min){X_max-X_in) X 100 untuk indikator yang bersifat posifif atau
SX_=100-{{X_-X_max)/{X_min-X_max} X 100} untuk indikator yang bersfiat negatif.

Dimana ;

SX_i adalah nilai indikator yang sudah dinormalisasi,

X_l adalah nilai indikator {empiris),

X_min adalah nilai minimal indikator (ditatapkan).

X_max adalah nilai maksimal Incikator {ditefapkan),

Menghitung IPA dengan bohot tiap Klaster berbada indeks= [(W]_1 "Indeks D_1)«..+ [(w1
"Indeks D_j) dimana W._| adalah nilai bobot Klaster ke,

Menghitung IPKA dengan bobot ffap indikator sama IPKA= [(W]_1 * Indikator] _)+...+ (W] 5
Indikator] _5) dimana W_j adalzah nilai bobat indikator ke yang telah dinormalisasi.

Sumber Data :

BPS : dihimpun dari Riset Kesshatan Dasar (Riskesdas), Survei Sosial Ekonomi Masional
{Susenas) KOR, Susenas Modul Konsumsi Pengeluaran (KP), Susenas

Modul Sosial Budaya dan Pencidikan {MSBP), dan Survei Angkatan Kerja Masional

(Sakemnas)

N/A

NiA

NiA

86.3

86,3




Nomor

Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Trlwulzn

Tahunan

Pemanfaatan Modal Sosial dalam
Upaya Mewujudkan Pemberdayaan
Usaha Masyarakat Menuju
Kemandirian

Parsentase kenaikan omset
Pelaku Usaha Binaan Dinas
Pemberdayaan Ferlindungan
Anak dan Pengendalian
Penduduk

¢-SAKIP

Dasar Hukum ;
Peraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pangembangan
Kewlrausahaan Terpadu

Definisi ;

Pemanfaatan Modal Sosial adalah modal yang dapat dimanfaatkan dari pelaky usaha pada
lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perindungan Anak dan Fengendaiian
Panduduk yang dapat berupa keterampitan, informaslipengetahuan, materil, dan sumberdaya
lainnya,

Pemberdayaan usaha masyarakat menuju kemandiian adalah petaku usaha pada lembaga
kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Pendudui
yang diberdayakan melahl strasifkasi kemandirian yang terdini atas unsur kepsngurusan,
administrasi, produk, pemasaran dan petijinan.

Pelaku Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Perfindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
Provins! DKF Jakarta yang terdiri dari kader PKK, anggota Posyantek dan pstaku usaha lainnya.
Dengan kemandirian dapat meningkatken omset pafaku vsaha tersebut,

Wetods Pengukuran ;

Target omsst di tahun berjalan adalah jurntah cmset tahun sebelumnya (omset bulan Januari
sampal dengan Desember) ditambah 3%

Capalan partumbuhan omset tahun sebelurnya (2022) sabesar 65%, Adapun jumlah omset butan
Januar! - Desember tahun 2022 sebesar Rp 110.400.000.000,00

Target omsat tahun 2023 adalak jumlah omset tahun 2022 sebesar Rp 110.400.006.000,00+3% =
Rp 113.712.000.000,00

Sumber Data : DPPAPP

14,35

16,39

18,11

21,15

71

J Kenmgan‘|
-

Peningkatan Kesadaran akan
Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
Berencana

Tolal Fertiity Rafe {TFR)

a-SAKIP

Dasar Hukum :

&. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga

b. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perekembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Kelirarga

¢. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Renstra BKKBN Tahun 2020-2024

Dfinisi :
Angka ketahiran Total /Totaf Fertiliy Rete (TFR) adalah jumiah anak rata-rata yang dilahirkan oleh
seorang wanita selama masa reproduksinya (15-49 tahun).

Metode Pangukuran ;

TFR dihitung dengan menjumiahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1000, yang
menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TER dinyatakan dengan rats-rata jumlah
kelahitan hidup lakiHaki dan wanita pada ssfiap wanita yang hidup hingga akhir masa
reproduksinya.

Sumber Data
Carlk Jakarta atay BKKEN

N/A

/A

NiA

223

223

| WUE (Wanlta Usla

Rata-rata anak per
Subur)

Pernuliaan, Peningkatan Kualitas
Hidup dan Peran Perempuan dalam
Pembangunan

Persentase keterfibatan
perempuan dalam pengambilan
keputusan

e-SAKIP

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun1984 tentang Pangesahan Konvensi Mengenal Penghapusan
Segala Bentuk Diskiiminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of
Diserimanation Against Wornsn)

N/A

N/A

NiA

1834

49,44

Persen
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Sasaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinerja

Tewulan

Tahunan

Keterangsn

b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomor 2 Tshun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Parlindungan Ansk

¢. Buku Pembangunan Manusia Berbasis Gender yang dikeluarkan oleh Kementerian PPEA I dan
BPS

Defnisi :

Salah satu indikator pembentuk Indeks Femberdayaan Gender (IDG) adalah partisipasi
peremmpuan dalam pengambil keputusan. Untuk mengukur partisipasi pererpuan dalam
pengambian keputusan dillhat melalul persentase perempuan sebagal tenaga manajerial,
profesiongl, administrasi dan taknisi di sektor kerja formal,

Metode Pengukuran :

Perhitungan Indeks Pengambilan Keputusan (IDM) terabil: dahuli dibitung Equally Distributed
Equivalent Persentage (EDEP) dari kompanen Pengambilan Keputusan {DM) dibagi 50.
Selanjutnya Indeks Pengambilan Keputusan (IDM) dihifung dengan menjurlahkan hasit
pembagian propors! penduduk perempuan {PT) dengan proporsi parempuan sehagei tenaga
manajerial, profesional, administrasi dan tekmisi Y1) dengan hasil pembagian proporsi penduduk
laki-laki (Pm} dengan proporsi laki-laki sebagal tenaga manajerial, profasional, administrasi dan
teknisi (Ym) dikali 100%

Surnber Data ;
Kamenterian PPPA dan BPS

Menurunkan Kasus Kekerasan
Terhadap Perempuan dan TPPO

Prevalensi Kekerasan Terhadap
Perempuan

e-SAKIP

Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nomoar 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga

b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Republik
Indonesiz Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

¢. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perindungan Perempuan dan Anak dari Tindak
Kekerasan

Definis} ;

Jurnlah perempigan usia 15-84 tahun yang mengalami setidaknya setu bentuk kekerasan (fistk,
psikis, seksual, ekonom| dan pembatagan akiivitas) pada tabun terentu berbandirg jumlah
perempuan usia 15-64 tahun pada tahun yang sama.

Pada kondist awal (fahun 2021) data tidak tersedia (NA) karena instrumen, konsap dan kriteria
pethitungan indikator belum diaplikasikan, Pada tahun 2019 indikator ini dilzksanakan namun
masth tergabung antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak, Namun, target masih
memungkinkan untuk diproyeksikan,

Metode Pengukuren :

Rumuys : Prevalensi Kekerasan Perempuan (PKP) = {Jpri)/{Jpr) x 100%

Jpri = perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan {fisik,
psikis, seksual, skonomi dan pembatasan aklivitas) dalam 12 tahun terakhir,

Jpr = jumiah perempuan usla 15-84 tahun pada periode yang sama.

Sumber Data

Hasil Survey Pengalaman Hidup Petempuan Daerah

NiA

NfA

A

4.8

243




Nomor

Sasaran

indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinarja

Triveulan

v

Tahunan

Keteramgan

Percepatan Pancapadan Kota Layak
Anak

Persentase KotaMahupaten
Yang Mempercieh Peringkat
Nindya

e-3AKIP

Dasar Hukum :

a. Peraturan Presiden Repub#k Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tertang Kebiiakan
Kabupatenfota Layak Anak

b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/iota Layak Anak
¢. Peraturan Menter Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Repubilik
Indenesia Namor 12 Tahun 2011 tentany Indikator Kabupaten/ota Layak Anak

d. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak Republik
Indcriesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
a. Paraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Renubdik
Indonesia Nomeor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak

. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia Nomer 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perindungan Anak

Definlsi ;

Kabupaten/Kota Layak Anak adalah sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak
dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyslunih dan berketanjutan,
Konsep KLA dibsntuk untuk menyesuaikan sistem pelaksanaan pemerintahan Indonesia
diharapkan dapat tercapal tahun 2030 dan Indonssia Emes tahun 2045,

Metode Penguiaran ;

Pada 5 Master hak anak, di setiap klaster harus terpenutii minimal 71 % agar dapat memperolsh
peringkat Nindya pada tiap Kabupaten/Kota di DK Jakana, Peringkat Evaluasi

KLA adalah sebagai berikut:

Pratama 51-60%

Madya 61-70%

Nindya 71-80%

Utama 81-90%

KLA 91-100%

Sumber Data :
Kementerian PPPA

WA

NiA

NiA

100

Menurunkan Kasus Kekerasan dan
Eksploltasi Terhadap Anak

Pravalons! Kekerasan terhadap
Anak

e-SAKIP

Dasar Hukum :

a. Undang-tindang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga

b. Peraturan Presiden Republik indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kebijakan
Kabupatan/Kota Layak Anak

¢. Peraturan Menterl Negera Pembardayaan Perempuan dan Psrlindungan Anak Republik
Indonesla Nomar 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategls Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak

d. Peraturan Dagrah Nomor 8 Tahun 2011 tantang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak
Kekerasan

Definisi :

Jumiah anak usia 13-24 Tahun yang mengalami sefidaknya satu bentuk kekerasan {fisik, psikis,
dan seksual) pada fahun tertentu berbanding jumiah anak usia 13-24 Tahun pada tahun yang
sama.

Pada kondisi awal {tahun 2021} data tidak lersadia (NA) karena instrumen, konsep dan kriteria
pertitungan indikator belum diapfkasikan. Pada tahun 2019 indikator inf dilaksanakan namun
masih tergabung antara prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, target mash
memungkinkan Urituk diproyeksikan.

‘Metode Pengukuran :

Rumus : Prevalens! Kakerasan Anak (PKA)= 4 ak) / (J an) x100%

NiA

WA

N/A

23,56

23,56

Persen




Nomor

Sagaran

Indikator Kinerja

Sumber Data

Pengukuran Kinetja

Triwulan

Tahunan

Keterangan

J ak : Jumlah anak 13-24 Tahun yang mengalami satidaknya satu bentuk kekarasan (fisik, psikis,
dan seksual) dalarm 12 bulan terakhir
J an : jumlah anak usia 13-24 Tahun pada periode yang sama

Sumber Data :
Hasil Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah

10

Meningkatkan Kualitas Usaha
Masyarakat Melalui Pengembangan
Keherdayaan Lembaga
Kemasyarakatan

Persentase Pelaku Usaha pada
lembaga kemasyarakatan Binzan
Dinas Pemberdayaan
Periindungan Anak dan
Pengendalian Penduduk yang
mengalami kenaikan omset

e-SAKIP

Dasar Hukum :
Peraturan Gubemur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyslenggaraan Pengembangan
Kewirausahaan Temadu

Dafinisi :

Pangembangan Keberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat diartikan ketika pelaku ussha pada
lembaga kemasyarakatan binaan Dinas Pemberdayaan Perindungan Anak dan Pengendalian
Panduduk mengalami kenaikan omsat yang tarukur melalui strasifikasl kemandirian yang terdir!
atas unsur kepengutusan, administrasl, produk, pemasaran dan perifinan.

Pelaku usaha pada lembaga kemasyarakatan Binaan Dinas Pemberdayaan Perindungan Anak
dan Pengendallan Penduduk yang tertin dar kader PKK, anggota Posyantek dan pelaku usaha
lainnya yang mengalami kenaikan omset,

Pelaku usaha binaan Dinas Pemberdayaan Periindungan Anak dan Pengendalian Penduduk tahun
2021 sajumlah 5.848 orang.

Metode Pengukuran :
Jumlah pelaku usaha yang mengalami kenaikan omset dibagi dengan Jumkah seluruh paiaku
uaaha binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dikali 100%

Ii:‘rPPJ\PP dan DPPKUKM

Sumber Data :

NIA

NfA

NiA

Sasaran Khusus

1

Tarimplementasinya rencana
strategis komuniias! publik untuk
program-program prioritas dan
sirategis Daerah

Persentase implementasi
rencana strategi komumnikasi
pubilk program prioritas dan
strategis serta respon parangkat
daerah dengan program prioritas
dan strategis pada saat krisis
komunikzsi program

e-Kinerja

Definist ;

a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah,

h. Persentase terpublikasikannya materi komunikasf melalul media internal Perangkat Caerah
terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasl feinnya.

¢. Parsentase raspon tarhadap kisis komunikasi.

d. Persentass respon interaktf terhadap pertanyaankomsntar warganet yang ralevan.

Metods Pengukuran:

a. Bobot 35%: P dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program
prioritas dan strategis Dasrah.

b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis roempubliiasikan magar komunikasi
melalul media internal Perangkat Dasrah atau media massa atau media sosial atau akiivitas
komunlkasi lainnya.

¢. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis
komunikast,

d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap
pertanyaankomentar warganet yang relevan.

100

100

100

100

100

Pareen

12

Terwujudnya tata kelola SDl yang
baik melakui pemenuhan daftar data
daerah yang berkualitas

Nilai kualitas data SDI

e-Kinerja

Dasar Hukur :
a. Peraturan Gubemur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesta Tingkat Provinsi
b. Keputusan Gubemur Nemor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024

Definisi :

Nilai Kuglitas Data SDH terdiri atas 4 aspek yaitu:

NA

NiA

N/A

325

325

Nhai




Nomor

Indikator Kinerja

Surber Data

Pangukuran Kinerja

Triwlan

Tahunan

Ketetangan

a. Aspek Ketapatan Wakty ; Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data
meialui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal.

b. Aspek Kelengkapan Data : Menguiur kelengkapan komponen data yang dikumpuikan olgh
Produsen Data melalui Walldata Pendukung kepada Walidata sesual dengan jadwal.

¢, Aspek Keunikan Isi Data : Mengulkur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen
Data melalut Walidata Pendukung kepada Walidata,

d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data

Formua Perhitungan ;

Nilai Kuaiitas Data SO} = {Nilal Aspek Ketepatan Wakiu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilaj
Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilal Aspek Validias Data)}

(Rentang nilei kualitas data SDI; 0 - 4)

Kelerangan :

a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumizh data terkumpul ke walidata / Jumiah data yang wajib
terkumpul seruai ketetapan)

b. Nilal Aspek Ketengiapan Data = (Jumlah e data yang memillki komponen lengkap / Jumlah
file data sesuai ketetapan)

6. Nilai Aspek Keuniian Isi Data = (Jumlah fle data yang tidak memilild duplikas! pada variabel
kungi / Jumlah file data sesual ketetapan}

d. Nilai Aspek Validlias Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oieh produsen data / Jumiah file
data sesual ketetapan)

Catatan ;
1. Batas wakiu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikatnya dari jadwal ilis
2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 butan berikutnya dari jadwal rilis

Sumber Dat : Portal Data Provinst DK) Jakarta

Terkelolanya Keuangan Daerah
yang Sehat, Transparan, den
Akuntabel

Persentasa Pelaksangzan
inventarisas| BMD pada
Pengguna Barang danfatau
Kuasa Pengguna Barang

e-inerja

Definisi;

Capaian Has# inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna
Barang dan Kuasa Pengguna Barang.

Irventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanaksan oleh PDIUKPD dan UPB

Penghifungan melalui sisterm a-inventarisas:

a. Bobot 5%

PDAJKPO/UPE menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD

b. Bobot 85%

POUKPD/UPB menyelasalian penginputan data informasi dalam kerlas kerja sesuai dengan
jumiah BMD yang dimiliki

¢. Bobot 10%

PD/UKPD/UPE menyusun Barita Acara, SPTJIM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)

biid
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100

Parsen
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Faningkatan penggunaan produk
dalam negeri

Perseniase realisasi belanja
harang/jasa barserifikat TKDN,
produk dalam negeri, daN/Atau
produk usaha mikre kecil dan
koperasi darf hasil produksi
dalam neger

e-Kinefja

Deasar Hukum :

a. Undang-undang Momor 3 Tahun 2014 tenlang Perindustrian;

b. Peraturan Pemariniah Nomor 29 Tahun 2018 tertang Pemberdayaan Industri:

<. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 fentang Perubahan atag Peraturan Presiden Nomor
18 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/lasa Pemerintah;dan

d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tenfang Percepatan Peningkatan Penggunaan Proguk
Dalarn Neger dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pefaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

NiA

30

1)

80

Persen




Triwulan

Nomor Sagaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja i i m m Tahunan Keterangan
Definisi :
a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan
yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia
ditunjukkan dengan pemyataan penyadia telah menggunakan produk dalam negeri {se#f doctare)
b. Sertifikat TKDN adalah serifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang
menjskaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
¢. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial
harang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening:
5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa
5.1.05.01,02.0001 - Balanja Hibah Batang kepada Pemerintah Pusat
5.1.08.02.02.0001 - Belanfa Bantuan Sosia} Barang yang direncanakan kepada Kelompak
Masyarakat
5.2.02 - Belanje Modal Peralatan dan Mesin
£.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.04 - Balanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
5.2.05 - Bslanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.06 - Belanja Modal Lainnya
Metode Pengukuran :
Jumlzh reallsas! Belanja Pengadaan bersertifikat TKON, produk dalam neger, dan/atau produk
usaha mikro keell dan kopsrasi darf hasil preduksi datam negeri dibandingkan dengan reslisasi
(3PJ) Belanja Pengadaan.
Sumber Data :
a, Bighox LKPP
b, Sistem Informasi Pemerintah Daerah {SIPD) P3DN Kementerian Datam Negeri atau Sistem
informas! Pernerintah Daerah ($IPD) DK Jakarta - BPKD

15 |Terimplementasinya Pengembangan | Persentase Implementasi e-Kinerja  |Dasar Hukum : NIA NIA NiA 100 100 Persen

Kompatens] PNS Pemenintah
Pravinsi DK Jakarta 40 Jam
Pelajaran per tahun

Pengembangan Kompetensi
PNS Pemerintah Provinsi DKI
Jekarta 40 Jam Pelajaran per
tahun

a, Peraturan Pernerintah Nomar 11 Tahun 2017 tentanp Manajemen Pagawal Negeri Sipil Pasal
203 Ayat {4) Pengembangan kompstensi bagi sellap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 3
dilakukan pating sedikit 20 {dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun,

b. Instruksi Sekrstaris Daerah Daerah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pefaksanaan Pengembangan
Kompetansi Pegawel minkmel sebanyak 40 (empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun.

Definist:

Terselesakannya Pemenuhan Pengembangan Kompetensi sesuai Instruksi Sekretaris Daerah
Homor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompstensi Pegawai minimat
sehanyak 40 {empat puluh) Jam Pelajaran Per Tahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provingi DK)
Jakarta yang terdofumentasi dalam hitps:/simdiklat-bpsdm jakarta.go.id

Realisasi Targat berupa Laporan capalan pamenuhan jumlah fam pelajaran ssfama tahun 2024,

Metode Pengukuran ;
{{Jumizh capaian pemenuhan jam pelajaran tahun 2024 /40 (empat puluh} Jam Pefajaran X
100%))

Sumber Data :
Simdiklat BPSDM dan PintAr BPSDM




Trivulan

Nomor Sasaran Indilcator Kinarja Sumber Data Pengukuran Kinstja I i i v Tahunan Keterangan
16 [Meningkatnya Manajemen Persentase penyetesaian e-Kinssja  [Dasar Hukum : N/A NiA 50 5) 100 Persen
Pengetahuan tahapan manajemen Paraturan Gubernur Nomor 164 Tzhan 2017 tentang Manajermen Pengetahuan.
pengetahuan
Definisi :
Terselesalkannya Penyelosaian Tahapan manajsmen pengetahuan untuk ssluruh SKPD
Pamerintah Provinsi DKI Jakarta melalui htps:/km-bpsdm.jakarta.go.ld
Metode Pengukuran :
Realisasi Target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai
batas wakiu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwylan 3 dan
Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4),
Sumber Data :
nitps:fkm-bpsdm.jakarta go.id
17 |Implementasl Penerapan Parsentase Implementasi a-Kinetja | Dasar Hukum N/A 50 N/A 100 100 Parsan
Manajemen Risiko Penerapan Manajemen Risiko a. Peraturan Gubemur Nomer 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada

Pemerintah Provinsi DKl Jakarta
b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Strukiur Manajemen Risike di Pemerintah
Provinsi DK] Jakarta

Definisi Operasional ;

Proses Manajemen Rislko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana
Stralegis dan Rencana Kerja Perangkat Dasrah yang dilakukan malalui 5 (lma) tahapan:

4. Komunikas! dan kensultasi;

b. Penetapan konteks;

<. Penilaian Ristko {Identlfikasi Risika, Analisis Risika dan Evaluasi Risiko);

d. Penanganan Risike; dan

&, Pemantauan.

Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan sencana aksi penanganan Risiko, dan fren
perubahan basaran/Level Risiko
Laporan pemantauan dituangkan pada format Formufir Laporan Pemantauan Risiko,

Formula Pengukeran :
[{Jumiak dokumen yang terverffikasi olsh Inspekiorat) / (Seluruh dokumen yang wajib teriumpul
sesual batas wakiu psngumpulan pada riwulan 4)] x 100%

Quiput Sasaran :
Dekumen Fermulir Laporan Pemantauan Risiko TV ()
‘Dokumen Formulir |Laporan Pemartavan Rislko Tw v

Metode Pengukuran ;

Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi
gleh Ingpektorat :

Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risike TW NI

Triwulan IV ;

Bokumen Formulir Laporan Pemantauan Risike TW [V




Sazaran

Triwulan

Indilator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja 7 m M W Tahunan Katerangan
18 [Tercapainya Target Kinerja Persentase Nilai Kinerja e-Kingrja  |Dasar Hukum ; M/ /A N/A 71 I Persen
Anggaran atas Aspek Implementasi |Anggaran atas aspek Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Dasrah
Implementasi Pasal 185 : "Pemerintah Provinsi DK| Jakartz wafib menyediakan informasi Keuangan Dasrah dan

diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membanty Gubemur dalam
medakukan evaiuasi Kinerja Keuangan Daarah,

Definisi :
Kinetja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.
a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang datam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
b. Evaluasi Kinesja Anggaran sias Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang
dilakukan urtuk menghaslikan informasi Kinerja mengenal penggunaan anggaran dalam rangka
pelaksanaan kagiatan/Subkeplatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 {satu) Tahun
Anggaran,
Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakuian dengan mengukur variabel
sebagai berkut :
1} Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkeglatan:

- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikstor Keluaran {Oufpuf) Kegiatan dengan
target indikator Keluaran {Oufput ) Keglatan,

Sumber Data ; e- SAKIP
2) Penyerapan Anggaran:

- diukur dengan membandingkan aniara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.

Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakeita,go.id
3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkeglatan:

- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan
pengeluaran sebenamya,

- Pengelugran ssharusnya merupakan Jurlah anggaran yang dirancanakan untuk menghasilkan
capaian Keluaran (Qutput) Program atau capaian Keluaran (Oulput} Kegiatan.
- Pengeluaran sebenamya merupakan jumiah anggaran yang terealisas untuk menghasilkan
capaian Keiuaran (Oufpuf) Program afau capaian Keluaran (Oufpuf) Kegiatan.
Sumber Data :
a) data capalan Keluaran (Cufpuf) Keglatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan
<) realisasi anggaran sumber data proyeksi APSD.
4), Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:
- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisas! anggaran dangan rencana
penarikan dana sefiap butan.
Sumber Data : proyeksi APBD
Bobot masing-masing variabel Aspek implementasi sebagal berkut;
Bp=97%
BK =18,2%
Bokk = 43,5%
BE = 28,6%
Bp : Bobot penyerapan anggaran
BK : Bobot kenslstenst penyerapan anggaran tesadap psrencanaan
Bokk : Bobot capaian keluaran
BE : Bobot efisiensi
Pembabotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasiikan !
5 B0 = Rendah
»>605.d70 = cukup
> 70 5.d 90 = Baik

>80 5.d 100 = Sangat Baik




-

Nomor Sasaran Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinarja N i Trlwrlan m m Tahunan Heterangan
Sagaran Qparasional
19 |Terselesaikannya Tindak Lanjut Persentass sapaian e-Kineria  [Meinde Pengukuran ; 100 100 100 100 100 Persen
Arahan Gubemur penyalesaian Tindak Lanjut (Jumlah Reatisasi TL Arahan Gubemur {rapim, e-ofiice , arahan melaiui media elekironik, dan
Arghan Gubernur bentuk arahan lainnya) / Juriah TL Arahan Gubemur) x 100%
20  |Meningkainya penyelesaian Persentase capaian CRM Metode Pengukuran : 100 100 100 100 100 Persen
pengaduan masyarakat penyelesaian pengaduan Jumizh Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumiah TL Aduan Masyarakat di kall 100%
masyarakat
21 |Terselesakannya findak lanjut Porsentase progress eKinefia  [Mstode Penguluran : 25 25 25 25 100 Perssn
rekomendasi temuan hasil penyalasalan lindak 'anjut {Jumlah rekomendasi LHP BPK R} Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh
pemeriksaan eksternal (BPK} rekemendasi temuan hasd Perangkat Dagrah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlal seluruh rekomendasi LHP BPK RI
pemeriksaan eksternal {BPK)} yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspeltorat)
Jakarta, 2024

Pj. Gubemur Daerah Khusus

Ibukota Jakarta,

CBRudmd”

Heru Budi Hartono

Pit. Kepala Dinas Pemberdayaan, Pedindungan Anak
dan Pengendalian Penduduk Provinst DK Jakarta,

NIP 197872131887111001




RENCANA AKSI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) JABATAN PIMPINAN TINGG! TAHUN 2024

PIt. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perfindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DK Jakarta

Rencana Aksi danfatau Rencana Mitigasi yang

Wakfy —‘

NO Sasaran Indikator Kinerja Utama Target 1KU ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan Target/Qutput
1 |Pemantaatan Modal Sosial dalam Persentase kenaikan omset Pslaky 1% RA1, Pengembangan dan Pamasaran UMKM KK1.1. Kegiatan bazar APBD/Kolaborasi yang [1/01.1.1 Terselenggaranya bazar APBD/Kolaborasi| TW 2, 3 dan 4
Upaya Mewujudkan Pemberdayaan  |Usaha Binaan Dinas Pemberdayaan Binaan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak diselenggarakan ditingkat ditingkat Provinsifota/Kabupaten
Usaha Masyarakat Menuju Perlindungan Anak dan dan Pengendalian Penduduk Provinsi/KotaKabupaten “TW 2 = 2 kali bazar, TW 3 = 2 kali bazar dan TW 4
Kemandirian Pengandalian Penduduk = 2 kali bazar
RAZ. Pendampingan UMKM Binaan Dinas KK2 1 Kegiatan pendampingan T/02 1.1 Terselenggaranya kegiatan TW2 3dan4d
Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pendaflaran/Pelatihan/Pendampingan/Perijinan pendampingan
Fengendalian Penduduk untuk naik kelas {Pemasaran/Pelaporan Keuangan/ Pemodalan Pendaftaran/Pelatihan/Pendampingan/Perijinan/Pe
UMKM Binaan Dinas Pemberdayaan, masaran/Pelaporan Kewangan/ Pemodalan UMKM
Perlindungan Anak dan Pengendalian Binaan Dinas Pemberdayaan, Perfindungan Anak
Penduduk untuk naik kelas dan Pengendalian Penduduk untuk naik kelas
*TW 2= 200 orang, TW 3 = 200 orang, TW 4 = 200
orang
2 |Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas | Indeks Pembangunan Keluarga 6348 indeks |RA1. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan |KK1.1. Tersedianya dokumen perencanaan | T/01.1.1 Telaksananya rencana kerja anggarar , T™W1
Melalui Peningkatan Peran dan Fungsi |(iBangga) yang mendukung pembangunan kefuarga yaitu  |kegiatan yang mendukung pembangunan Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB ,
Keluarga rencana kerja anggaran , Pembinaan dan keluarga yaitu rencana kerja anggaran , pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok
Penggerakan pelayanan KB , pembinaan Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB , Kegiatan , kemitraan dan kofaborasi dan
Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan, |pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui instrumen kelengkapan pendataan Keluarga
kemitraan dan kolaborasi dan instrumen ielompok Kegiatan , kemitraan dan kolaborasi
kelengkapan pendataan Kelvarga dan instrumen kelengkapan pendataan
Keluarga
RAZ. Melaksanakan Pembinaan dan Penggerakan |KK2.1. Terlaksananya Pembinaan dan T/02.1.1 Meningkatnya cakupan kesertaan TW2
pelayanan KB, pembinaan Ketahanan Keluarga  [Penggerakan pelayanan KB, pembinaan masyarakat dalam kegiatan pembinaan ketshanan
Melaiui kelompok Kegiatan dan up dating data Ketahanan Keluarga Meialui kelompok keluarga, pelayanan KB bagi Pasangan usia Subur
keluarga. Kegiatan . dan up dating data keluarga. dan peningkatan cakupan pendataan keluarga
RA3. Melakukan monitoring kegiatan Pembinaan [KK3.1. Terlaksananya monitoring kegiatan  |T/03.1.1 Tersedianya laporan monitoring kegiatan ™3
dan Penggerakan pelayanan KB, pembinaan Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB, |Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB,
Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatart  |pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok
kelompok Kegiatan dan up dating data Kegiatan.
keluarga.
RA4. Melakukan evaluasi kegiatan Pembinaan |KK4.1. Terlaksananya evaluasi kegiatan T/04.1.1 Tersadianya laporan evaluasi kegiatan TW4
dan Penggerakan pelayanan KB, pambinaan Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB, |Pembinaan dan Penggerakan pelayanan KB,
Ketahanan Keluarga Melalui kelompok Kegiatan  |pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui pembinaan Ketahanan Keluarga Melalui kelompok
kelompok Kegiatan Kegiatan dan tersajinya data ibangga.




Rencana Aksi danfatau Rencana Mitigasi yang

NO Sasaran Indikator Kinerja Utama Target iKU ditetapkan awal tahun Kriterla Keberhasllan Targst/Qutput Waktu
3 |Menghilangkan Segala Bentuk Indeks Pemberdayaan Gender 82,08% RA1. Penyusunan Dokumen Kerangka Aguan KK1.1. Tersusunnya Dokumen Kerangka T/01.1.1 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) W1
Diskriminasi Berbasis Gender Kena (KAK) dan Surat Keputusan (SK) Kegiatan  |Acuan Kerja {KAK]) dan Surat Keputusan ($K) |dan Sural Keputusan (SK) Kegiatan Advokasi dan
Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Kegiatan Advokasi dan Pendampingan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi
Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan |Perempuan di Bidang Potitik, Hukum, Sosiat dan
Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi  |Ekonomi
RAZ, Pelaksanaan kegiatan Advokasi dan KK2.1 Teraksananya kegiatan Advokasidan  |T/02.1.1, 35 (figa puluh lima) peserta mengikuti TW2sdTW3
Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi | Pendampingan Kebijakan Peningkatan kegiatan Advokasi dan Pendampingan Kebijakan
Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan  |Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang
Ekcnomi Hukum, Sosial dan Ekonomi sebanyak 2 (dua) |Paiitik, Hukurn, Sosial dan Ekonomi
kali kegiatan
RA3. Pelaporan angka Indeks Pemberdayaan  |KK3.1. Tersusunnya Laporan angka Indeks  [T/03.1.1 Dokumen Laporan angka Indeks TW4
Gender Pemberdayaan Gender Pemberdayaan Gender
4 |Meningkatkan Kualitas Tumbuh Indeks Perlindungan Anak 86,30% RA1. Penyusunan Dokumen Pesencanaan KK1.1. Tersusunnya Dokumen Kerangka Tio.1.1 W1
Kembang Anak dan Perlindungan Kegiatan yang mendukung meningkatnya Acuan Kegiatan (KAK) dan Surat Keputusan  [KAK dan SK kegiatan
Khusus Anak Indikator Perlindungan Anak yang terdiri dari {SK} Kegiatan
Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus
Anak
RA2. Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Anak yang|KK2.1. T02.1.4 W24
Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Terlaksanakan Kegiatan Koardinasi Anak yang |8 {delapan) kali Kaordinasi dan Sinkronisasi
Memeriukan Periindungan Khusus {AMPK) Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia
Layanan Anak yang Memeriukan Perlindungan
Khusus Kewenangan Provinsi
RA3J. Pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi KK3.1. Ti03.1.1 TW 34
Standardisast Lembaga PHA (PISA, RBRA, Terlaksananya kegiatan Pelaksanaan kegiatan |1 {satu) dokumen kebijakan terkait pslombagaan
PRAP, SRA, RIRA, dsb) Rapat Koordinasi Standardisasi Lembaga PHA |pemenuhan hak anak
(PISA, RBRA, PRAP, SRA, RIRA, dsb)
RA4, Menyediakan iayanan yang komprehensif  |KK4.1, Ti04.1.1 T™W1-4
bagt anak korban kekerasan berbasis gender Terlayaninya anak korban kekerasan berbasis |100% anak korban kekerasan berbasis gender
gender yang melakukan pelaporan kekerasan |mendapatkan layanan secara komprehensif
ke Pusat PPA
5 |Meningkatkan Kualitas Usaha Persentase Pelaku Usaha pada 56% RA1. Pelatihan UMKM Binaan Dinas KK2.1. Peningkatan kualitas katalog UMKM  [T/02.4.1 Update katalog e-order TWZ2 3dan4
Masyarakat Melalui Pengembangan  |lembaga kemasyarakatan Binaan Pemberdayaan Perlindungan Anak dan dalam e-order TW2=5UMKM, TW3=5UMKM, TW4 =5
Keberdayaan Lembaga Dinas Pemberdayaan Perlindungan Pengendalian Penduduk UMKM
Kemasyarakatan Anak dan Pengendalian Penduduk RA2. Pembinaan UMKM Binaan Dinas KK2.1. Kurasi Produk UMKM datam e-order [ T/02.1,1 Kurasi produk makan dan minum e-order | TW 3 dan 4
yang mengalami kenaikan omset Pemberdayaan Perlindungan Anak dan “TW 3 = 5 Produk, TW 4 = 5 Produk
Pengendalian Penduduk
6 |Peningkatan Kesadaran akan Tofal Ferfiify Rate (TFR) 2,23 RA1. Menyusun dokumen perencanaan kegiatan [KK1.1. Tersedianya dokumen perencanaan  |T/O1.1.1 Terlaksnaknanya Menyusun rencana TW1
Kesehatan Reproduksi dan Keluarga rala-rata anak per [yang mendukung TFR dalam RKA (Rencana kegiatan yang mendukung TFR dalam RKA  |kegiatan yang mendukung TFR dalam RKA
Berencana WUS (Wanita | Kerja Anggran) yaitu edukasi dan (Rencana Kerja Anggran) yaitu edukasidan  |(Rencana Kerja Anggran) yaity edukast dar




Rencana Aksi danfatau Rencana Mitigasi yang

NO Sasaran Indikator Kinerja Utama Target 1KV ditetapkan awal tahun Kriteria Keberhasilan TargetfOutput Waktu
Usia Subur) | sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi| sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga |sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagj
Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan Bagi Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Remaja , KIE Kesehatan reproduksi, Pembinaan
kesertaan ber KB serta melakukan kemitraan dan [Pembinaan kesertaan ber KB serta melakukan kesertaan ber KB serta melakukar kemitraan dan
kolaborasi dalam peningkatan Pelayanan KB kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan  [kolaborasi dalam peningkatan Pelayanan KB
Pelayanan KB
RAZ. Melaksanakan edukasi dan sosialisasi KK2.1. Terlaksananya edukast dan sosialisasi Meningkatnya cakupan masyarakat yang mengikuti TW 2
Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja, |Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi edukasi dan sosialisasi Penylapan Kehidupan
KIE Kesehatan reproduksi , Pambinaan kesartaan Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesshalan
ber KB serta melakukan kemitraan dan kolaborasi |Pembinaan kesertaan ber KB serta melakukan reproduksi, dan Pembinaan kesertaan ber KB
dalam peningkatan Pelayanan KB. kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan
Pelayanan KB
RA3. Melakukan monitoring kegiatan edukasi dan |KK3.1. Terlaksananya monitoring kegiatan  |T/03.1.1 Tersedianya laporan monitoring kegiatan TW3
sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi|edukasi dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan |edukasi dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan
Remaja , KIE Kesehatan reproduksi , Pembinaan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesshatan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan
kesertaan ber KB serta kemitraan dan kolaborasi |reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB reproduisi, Pembinaan kesertaan ber KB
dalam peningkatan Pefayanan KB.
Rad. Melakukan evaluasi kegiatan edukasi dan |KK4.1, Terlaksananya evaluasi kegiatan T/04.1.1 Tersedianya laporan evaluasi kegiatan Tw4
sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi|edukasi dan sosialisasi Penyiapan Kehidupan |edukasi dan sosilisasi Penyiapan Kehidupan
Remaja, KIE Kesehatan reproduksi, Pembinaan |Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan Berkeluarga Bagi Remaja , KIE Kesehatan
kesertaan ber KB serta kemifraan dan kolaborasi seprodulsi , Pembinaan kesertaan ber KB serla reproduksi , Pembinaan kesertaan ber KB serta
datam peningkatan Pelayanan KB, kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan  |kemitraan dan kolaborasi dalam peningkatan
Pelayanan KB, . Pelayanan KB.
7 |Pemufiaan, Peningkatan Kualitas Hidup |Persentase keterlibatan perempuan 49,44% RA1. Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan KK1.1. Tersusunnya Dokumen Kerangka T/Q1.1.1 Dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) TW1
dan Peran Perempuan dalam dalam pengambilan keputusan Kerja {KAK) dan Surat Keputusan {SK) Kegiatan  [Acuan Kerja (KAK) dan Surat Keputusan (SK) |dan Surat Keputusan {5K) Kegiatan Penguatan
Pembangunan Penguatan Pokja Pengarusutamaan Gender Kegiatan Penguatan Pokja Pengarusutamaan |Pokja Pengarusutamaan Gender {PUG)
(PUG) Gender (PUG)
RA2. Pelaksanaan kegiatan Penguatan Pokja KK2.1 Terlaksananya kegiatan Penguatan T#02.1.1 33 (tiga puluh tiga) Perangkat Daerah TW2s/dTW3
Pengarusutamaan Gender (PUG) Pokja Pengarusutamaan Gender (PUG) mengikuti Penguatan Pokja Pengarusutamaan
sebanyak 4 {empat) kali pertemuan Gender (PUG)
RA3. Pelaporan Presentase Keterdibatan KK3.1. Tersusunnya Laporan Presentase T#3.1.1 Dokumen Laporan Presentase W4
Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Keterlibatan Perempuan dalam Pengambilan  |Keterlibatan Perempuan dalan Pengambilan
Keputusan Keputusan
& |Menurunkan Kasus Kekerasan Frevalensi Kekerasan Terhadap 24.80% RA1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja KK1.1. Tersusunnya KAK Kegiatan Survei T/01.1.1 KAK Survei Pengalaman Hidup TW1
Terhadap Perempuan dan TPPO Perempuan Kegiatan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Pengalaman Hidup Perampuan Daerah Perempuan Daerah
Daereh
RA2. Advokasi kebijakan kekerasan terhadap KK2.1. Pelaksanaan advokasi kebijakan T02.1.1. Advokasi kebijakan kekerasan terhadap | TW2dan3
perempuan kekerasan terhadap perempuan perempuan dilaksanakan selama 3 kaii
RA3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Orientasi |KK3.1. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan T/03.1.1 Laporan Pelaksanaan Orientasi TW3

Enumerator Survei Pengalaman Kidup
Perempuan Daerah

Orientasi Enumerator Survei Pengalaman
Hidup Perempuan Daerah

Enumerator Survei Pengalaman Hidup Perempuan
Daerah




Rencana Aksi danfatau Rencana Mitigasf yang

NO Sasaran Indikator Kinerja Utama Targat 1KV ditetapkan awal tahun Kriterfa Keberhasilan Target/Output Waktu
RA4. Pelaksanaan kampanye pencegahan KK4.1. Terlaksananya kampanye pencegahan |T/04.1.1. Kampanye pencegahan kekarasan ™Wd
kekerasan terhadap perempuan kekerasan terhadap perempuan terhadap perempuan dilaksanakan
RAS. Penyusunan Laporan Hasil Diserninasi KK5.1. Tersusunnya Laporan Hasil Diseminasi |T/05.1.1 Laporan Hasil Diseminasi Survei TW4
Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah | Survei Pengalaman Hidup Perempuan Daerah |Pengataman Hidup Perempuan Daerah

9 [Percapatan Pencapaian Kota Layak  |Persentase KotafKabupaten Yang 100% RA1. Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan KK1.1. Tersusunnya Dokumen Kerangka TiO1.1.1 TW 1
Anak Mempercleh Pesingkat Nindya Kegiatan dan Surat Keputusan Kegiatan Rapat  [Acuan Kegiatan dan Surat Keputusan Kegiatan |1 (satu) Kerangka Acuan Kegiatan dan Surat
Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak Rapat Koordinasi Gugus Tugas Kota Layak  |Keputusan Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus
Anak Tugas Kota Layak Anak
RA2. Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi KK2.1. Terlaksananya Kegiatan Rapat TH02.11 TW3
Gugus Tugas Kota Layak Anak Koardinasi Gugus Tugas Kota Layak Anak 1 (satu) Kegiatan Rapat Koordinasi Gugus Tugas
Kota Layak Anak
RA3. Persentase Kota/Kabupaten Yang KK3.1. Persentase Kota/Kabupaten Yang Ti03.1.1 ™W4
Memperoleh Peringkat Nindya Memperolsh Peringkat Nindya 67% kota/kabupaten yang memperoleh peringkat
nindya
10 [Menurunkan Kasus Kekerasan dan Prevalensi Kekerasan terhadap Anak 23,56% RA1, Penyusunan Kerangka Actian Kerja KK1.1. Tersusunnya KAK Kegiatan Survei T/01.1.1 KAK Survel Pengalaman Hidup Anak TW 1
Eksploitasi Terhadap Anak Kegiatan Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah |Pengalaman Hidup Anak Daerah Daerah
RA2. Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan KK2.1. Tertaksananya Scsialisasi Pencegahan |T/02.1.1 Sosialisasi dilaksanakan sebanyak 4 TW2danTW3
Kekerasan terhadap Anak Kekerasan terhadap Anak {empat) kegiatan
RA3. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Orientasi |KK3.1, Tersusunnya Laporan Pelaksanaan T/03.1.1 Laporan Pelaksanaan Orientasi TW3
Enumerator Survei Pengalaman Hidup Anak Orientas! Enumerator Survai Pengataman Enumerator Survei Pengalaman Hidup Anak
Daerah Hidup Anak Daerah Daerah
RA4. Penyusunan Laporan Hasil Diseminasi KK4.1, Tersusunnya Laporan Hasil Diseminasi |T/04.1.1 Laporan Hasil Diseminasi Survei TW 4

Suivei Pengalaman Hidup Anak Daerah

Survei Pengalaman Hidup Anak Daerah

Pangalaman Hidup Anak Daerah
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